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SANKSI PIDANA PELANGGARAN
KEWAIJIBAN OLEH APARATUR HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA®
Oleh: Wailan N. Ransun?

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana kewajiban
aparatur hukum dalam sistem peradilan
anak di Indonesia dan bagaimana
pemberlakuan sanksi pidana pelanggaran
kewajiban oleh aparatur hukum dalam
sistem peradilan anak di Indonesia.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dan dapat
disimpulkan, bahwa: 1. Kewajiban aparatur
hukum dalam sistem peradilan pidana anak
di Indonesia, yaitu Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim pada tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak
di pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi dan menjaga ldentitas Anak, Anak
Korban, dan/atau Anak Saksi wajib
dirahasiakan dalam pemberitaan di media
cetak ataupun elektronik.2. Pemberlakuan
sanksi pidana pelanggaran kewajiban oleh
aparatur hukum dalam sistem peradilan
pidana anak di Indonesia baik terhadap
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang
dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dipidana dengan pidana atau denda sesuai
dengan bentuk pelanggaran atas kewajiban
yang dilakukan oleh aparatur hukum.

Kata kunci: Kewajiban, Aparatur Hukum,
Pidana Anak.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Penegak hukum merupakan golongan
panutan dalam masyarakat yang
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hendaknya mempunyai kemampuan-
kemampuan terentu, sesuai ddengan
aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat
berkomunikasi dan mendapatkan
pengertian  dari  golongan  sasaran,
disamping mampu membawakan atau
menjalankan peranan yang dapat diterima
oleh mereka, kecuali dari itu, maka
golongan panutan harus dapat
memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional
tertentu, sehingga menggairahkan
partisipasi dari golongan sasaran atau
masyarakat luas. Golongan panutan juga
harus dapat memilih waktu dan lingkungan
yang tepat di dalam memperkenalkan
norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru
serta memberikan keteladanan.?

Sistem peradilan anak dirumuskan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1:
menyebutkan dalam Undang-Undang ini
yang dimaksud dengan: “Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan  sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana”.*
Sistem peradilan anak anak adalah suatu
sistem penegakan hukum pidana anak yang
dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat)
sub-sistem kekuasaan, yaitu: kekuasaan
penyidikan, kekuasaan penuntutan,
kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana
dan  kekuasaan  eksekusi/pelaksanaan
pidana, berdasar hukum pidana materil
anak, hukum pidana formal anak dan
hukum pelaksanaan pidana anak dan
aktivitas dalam penegakan hukum pidana
anak ini lebih menekankan pada

Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I. PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 34.

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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kepentingan perlindungan anak dan tujuan
kesejahteraan anak.”

Sistem peradilan pidana tidak terlepas
dari pembicaraan upaya penanggulangan
kejahatan. Upaya penanggulangan
kejahatan dapat dilakukan dengan sarana
penal ataupun sarana non-penal.
Penanggulangan kejahatan dengan sarana
penal, vyaitu upaya penanggulangan
kejahatan dengan sarana hukum pidana.
Penggunaan sarana hukum pidana untuk
penanggulangan kejahatan, operasional
bekerjanya lewat sistem peradilan pidana
(criminal  justice system). ° Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, maka penyelesaian perkara
Anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai tahap penyelidikan sampai dengan
tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana dapat dilaksanakan  dengan
memperhatikan kepentingan yang terbaik
bagi anak-anak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewajiban aparatur
hukum dalam sistem peradilan anak di
Indonesia ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi
pidana pelanggaran kewajiban oleh
aparatur hukum dalam sistem peradilan
anak di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan
metode penelitian hukum normatif. Bahan-
bahan hukum diperoleh melalui penelitian
kepustakaan terdiri dari: peraturan
perundang-undangan, buku-buku, karya
ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya
termasuk data-data dari media cetak dan
elektronik serta kamus-kamus hukum.

>Setya Wahyudi, Iplementasi Ide Diversi Dalam
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia, Genta Publishing, Cetakan Pertama,
Yoyakarta, Mei 2011, hal. 37.

® Ibid, hal. 37.
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Analisis hukum terhadap bahan-bahan
hukum digunakan analisis normatif dan
kualitatif untuk menyusun pembahasan dan
kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. KEWAIJIBAN APARATUR HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI
INDONESIA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

mengatur kewajiban aparatur hukum
dalam sistem peradilan pidana anak
sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi oleh Penyidik, Penuntut Umum,
dan Hakim;

2. lIdentitas Anak, Anak Korban, dan/atau
Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam
pemberitaan di media cetak ataupun
elektronik;

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana
penahanan dilakukan untuk kepentingan
penuntutan, Penuntut Umum dapat
melakukan penahanan paling lama 5
(lima) hari. Jangka waktu penahanan
atas permintaan Penuntut Umum dapat
diperpanjang oleh Hakim pengadilan
negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam
hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan
demi hukum;

4. Dalam hal penahanan dilakukan untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang
pengadilan, Hakim dapat melakukan
penahanan paling lama 10 (sepuluh)
hari. Jangka waktu sebagaimana
dimaksud atas permintaan Hakim dapat
diperpanjang oleh ketua pengadilan
negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana
dimaksud telah berakhir dan Hakim
belum memberikan putusan, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum;
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5. Dalam hal penahanan dilakukan untuk
kepentingan pemeriksaan di tingkat
banding, Hakim Banding  dapat
melakukan penahanan paling lama 10
(sepuluh) hari. Jangka waktu
sebagaimana dimaksud atas permintaan
Hakim Banding dapat diperpanjang oleh
ketua pengadilan tinggi paling lama 15
(lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud telah berakhir
dan Hakim Banding belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.

6. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan
untuk kepentingan pemeriksaan di
tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat
melakukan penahanan paling lama 15
(ima belas) hari. Jangka waktu
sebagaimana dimaksud atas permintaan
Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh
Ketua Mahkamah Agung paling lama 20
(dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud telah berakhir
dan Hakim Kasasi belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.

7. Pengadilan wajib memberikan petikan
putusan pada hari putusan diucapkan
kepada Anak atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
Pengadilan wajib memberikan salinan
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak
putusan diucapkan kepada Anak atau
Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Penuntut Umum.

Kewajiban aparatur hukum dalam sistem
peradilan pidana anak sebagaimana
tersebut di atas diatur dalam ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang selengkapnya diuraikan
selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Pasal 7 ayat:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak
pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan
tindak pidana.

Pasal 8 ayat:

(1) Proses Diversi dilakukan  melalui
musyawarah dengan melibatkan Anak
dan orang tua/Walinya, korban
dan/atau orang tua/Walinya,
Pembimbing  Kemasyarakatan, dan
Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan
Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab

Anak;

penghindaran stigma negatif;

penghindaran pembalasan;

keharmonisan masyarakat; dan
kepatutan, kesusilaan, dan
ketertiban umum.

o a0

Proses peradilan perkara Anak sejak
ditangkap, ditahan, dan diadili
pembinaannya wajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang memahami masalah
Anak. Namun, sebelum masuk proses
peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan

proses penyelesaian di luar jalur
pengadilan, yakni melalui Diversi
berdasarkan pendekatan Keadilan

Restoratif.” Undang-Undang tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak ini mengatur

7 Ibid.
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mengenai keseluruhan proses penyelesaian
perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana.?

B. PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA
ATAS PELANGGARAN KEWAIJIBAN
OLEH APARATUR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
mengatur mengenai ketentuan pidana,
Pasal 96 Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim vyang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97: Setiap orang yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah). Pasal 98 Penyidik
yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99 Penuntut Umum yang dengan
sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100 Hakim yang dengan sengaja
tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun. Pasal 101 Pejabat
pengadilan yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

8 Ibid.

Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014

Merosotnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan
tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh
perbuatan oknum-oknum hukum ataupun
di luar hukum. Oknum vyang rela
mengadaikan keadilan dan kebenaran
dengan uang atau kemewahan. Oknum
tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara,
polisi bahkan juga hakim. Inilah yang kita
sebut sebagai mafia-mafia peradilan.’

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewajiban aparatur hukum dalam
sistem peradilan pidana anak di
Indonesia, vyaitu Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi dan menjaga Identitas Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib
dirahasiakan dalam pemberitaan di
media cetak ataupun elektronik. Dalam
hal jangka  waktu sebagaimana
penahanan dilakukan untuk
kepentingan proses peradilan dalam hal
jangka waktu telah berakhir, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum. Pengadilan
wajib memberikan petikan putusan
pada hari putusan diucapkan kepada
Anak atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum
dan pengadilan wajib Pengadilan wajib
memberikan salinan putusan paling
lama 5 (lima) hari sejak putusan
diucapkan kepada Anak atau Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya,
Pembimbing  Kemasyarakatan, dan
Penuntut Umum.

°Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap Praktik
Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif
Pemberantasannya Dalam  Prespektif — Hukum
Progresif), Cetakan  Pertama, PT. Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal 6.
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2. Pemberlakuan sanksi pidana
pelanggaran kewajiban oleh aparatur
hukum dalam sistem peradilan pidana
anak di Indonesia baik terhadap
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dipidana dengan
pidana atau denda sesuai dengan
bentuk pelanggaran atas kewajiban
yang dilakukan oleh aparatur hukum.

B. SARAN

1. Kewajiban aparatur hukum dalam
sistem peradilan pidana anak di
Indonesia perlu dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab Mengingat ciri
dan sifat yang khas pada Anak dan demi
pelindungan terhadap Anak, perkara
Anak yang berhadapan dengan hukum
yang disidangkan di pengadilan pidana
Anak vyang berada di lingkungan
peradilan  umum, dalam  Proses
peradilan perkara Anak sejak ditangkap,
ditahan, dan diadili pembinaannya
wajib dilakukan oleh pejabat khusus
dan sebelum masuk proses peradilan,
para penegak hukum, keluarga, dan
masyarakat  wajib mengupayakan
proses penyelesaian di luar jalur
pengadilan, yakni melalui Diversi

berdasarkan  pendekatan  Keadilan
Restoratif.
2. Pemberlakuan sanksi pidana

pelanggaran kewajiban oleh aparatur
hukum dalam sistem peradilan pidana
anak di Indonesia perlu diterapkan
khususnya untuk mencegah untuk
memberikan efek jera dan bagi
aparatur hukum lainnya tidak meniru
perbuatan yang sama demi mencegah
terjadinya pelanggaran atas hak anak
yang sementara menjalani proses
penyelesaian  perkara dalam sistem
peradilan anak.
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